PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR #z~ TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 156 TAHUN 2016
TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka mendorong motivasi kerja dan
meningkatkan kualitas kesejahteraan pegawai di
Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso, telah
ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2016
tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pada Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Dokter Soedarso sebagaimana telah diubah beberapa
kali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 84
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Gubernur Nomor 156 Tahun 2016 Tentang Pembagian
Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso;

b.  bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan,
maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud
dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan kondisi dan
perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan
penyesuaian dan perubahan;

C. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun
2016 Tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pada Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Dokter Soedarso;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republikk Indonesia Tahun 1956
Nomor ©65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);
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10.
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Undang-Undang Nomor 36 Tghun 2009 tentang S

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun: -
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5063); .
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah o
Sakit (Lembarm Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik .

Indonesia Nomor 5044); _
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 fentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik:

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan =
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) &
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir =~
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang = -

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahsan -Lembaran Negara .'

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85° Tahun 20 15
tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Bema N@geua :
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 ten‘tang"
Retribusi Jasa Umum {Lembaran Daerah Provinsi = -

Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor =

8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan

terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun

2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah'___- :

Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);

Peraturan Daerah Nomor &8 Tahun 2016 tcniang'__':"-

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daelah Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran  Daerah = Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan = s

Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) :
sebagaimana telah diubah beberapa kali .dan terakhir -

dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang. -
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah -Nomior 8

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan - Susunan

Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran =~ -~
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor
5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kﬁhmantan s

Barat Nomor 5}; _
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tenta:ng

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5; -
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan =
Barat Nomor 5); TR
Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2008 tentang

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja _'_RLiméh-" _Sa_kit._'_'_
Umuim Daerah Dokter Soedarso (Berita- Daerah Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 71);

| HARG E PERANGHAT DAERAH ‘ ASTATEN I ; SEUTA ;
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11. Peraturan Gubernur Nomor Nomor 6 Tahun 2014 Tentang -
Pedoman Pengelolaan Biaya Pelayanan ‘Peserta’ Program.
Jaminan Sosial Kesehatan Nasional Pada Rumah Sakit
Umum Daerah Doliter Soedarso {Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 6);

12, Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2015 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah Pada Rumah 8Sakit Umum Daerah
Dokter Soedarso (Berita Daecrah Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2018 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 156 TAHUN 2016
TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DOKTER SOEDARSO.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2016 tentang
Pembagian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Dokter Soedarso (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun
2016 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan
Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2016 Tentang Pembagian Jasa Pelayanan
Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter
Soedarso {Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 89),
diubah sebagai berikut :

L. Ketentuan ayat {1} dan ayat (2} huruf g Pasal 8 diubah, serta ayvat (2)
ditambah 2 hurufl yakni, huruf j dan huruf k, sehingga Pasal 8 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 8

(1)  Proporsi insentif pegjabat manajemen adalah 9,2% (sembilan koma dua
persen) dari total neffo jasa pelayanan dengan pembagian berdasarkan
indeks sebagai berikut :

a. Direktur dengan indeks 14 (empat belas});

b. Walkil Direktur dengan indeks 10 (sepuluhb);

c. Pejabat Eselon III Golongan III dengan indeks 6 (enam);

d. Pejabat Eselon Il Golongan 1V dengan indeks 7 {tujuh);

e. Pejabat Eselon IV atau Pejabat Fungsional yang disetarakan Eselon IV
Golongan 11l dengan indeks 4 [empat); dan

f.  Pejabat Eselon IV atau Pejabat Fungsional yang disetarakan Eselon IV
Golongan IV dengan indeks 4,5 (empat koma lima).

(2)  Proporsi insentif Tenaga Pendukung Pelayanan Non Struktural dengan
pembagian berdasarkan indeks sebagai berikut :
a. 2,00% {dua persen) untuk Kepala Instalasi dengan ketentuan :
1. Kepala Instalasi yang mempunyai pendapatan langsung mendapat
indeks 2 (dua}; dan




2. Kepala Instalasi yang tidak mempunyai pendapatan langsung
mendapat indeks 2,5 (dua koma lima).

1,30% (satu koma tiga puluh persen) untuk Satuan Kasir,

2,00% (dua persenj untuk Satuan Klaim dan Distribusi Jasa.

0,45% (nol koma empat puluh lima persen) untuk Pemegang Kas.

0,35% (nol koma tiga puluh lima persen) untuk IPCN/PPI.

0,35% (nol koma tiga puluh lima persen) untuk SPI.

0,60% (nol koma enam puluh persen) untuk Ketua Komite.

1,25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk Verifikator.,

0,35% (nol koma tiga puluh lima persen) untuk Case Manager.

1,85 {satu koma delapan puluh lima persen) untuk Kepala Ruangan.

0,17 (nol koma tujuh belas persen) untuk Progranimer Sistem

Informasi Rumah Sakit.
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Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Barat.

Ditetapkan di Pontianak

pada tanggal £

VGUBERNUR KALIMANTAN BARAT, »~

 SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal

SEXKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT, #

C

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR i




